Menimbang :

PERATURAN BANK INDONESIA
NOM OR: 9/11/PBI/2007
TENTANG
PEDAGANG VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

a. bahwa dalam upaya turut memelihama tendukung

pencapaian stabilisasi nilai rupiah, pedagang aahding
sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki
peranan yang cukup strategis, khususnya dalam

perkembangan pasar valuta asing domestik;

. bahwa dalam upaya menciptakan iklim usaha yeabth

sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usamg ya
berkesinambungan, pedagang valuta asing bukan damk
pedagang valuta asing bank perlu melaksanakan thagia
usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatiamaseik
penerapan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan

terhadap ketentuan yang berlaku;

. bahwa dalam upaya turut menanggulangi tindalana

pencucian uang, pedagang valuta asing bukan bank da
pedagang valuta asing bank mempunyai peranan yang

strategis dalam membantu instansi yang berwenang;

. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, penengatur

kembali ketentuan tentang pedagang valuta asing

Mengingat...
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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198@tang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®219
Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubalgasen

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalualsint

Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Rkpu
Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimaah t
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momo
108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4324);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BRAGANG

VALUTA ASING.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundae:

1.

Uang Kertas Asingbanknote} yang selanjutnya disebut UKA, adalah uang
kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkdeh suatu negara di
luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembaygaaug sah negara yang
bersangkutan€gal tendey.

Traveller's Cheque)yang selanjutnya disebut TC, adalah cek perjalanan
dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagaeiabayaran.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagainuaksdd dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedagang Valuta Asingnoney chang@y yang selanjutnya disebut PVA,
adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKApambelian TC.

PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukusef®an Terbatas
bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adadédkukan kegiatan
usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah meuhi ketentuan dan
persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

PVA Bank adalah bank umum bukan bank devisa yantpks@&nakan

kegiatan usaha secara konvensional dan/atau bekdasprinsip syariah,

Bank...
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11.
12.
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Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Ral8yariah, yang
melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pemhbelil€ yang telah
memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Per&ardnlndonesia ini.
Bank umum bukan bank devisa adalah Bank Umum sebaga dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang aRkdn
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nb@ndahun 1998,
yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia kimtelakukan kegiatan
usaha perbankan dalam valuta asing.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebBRBadalah Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peamadgka 4 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang ksetakan
kegiatan usaha secara konvensional.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutngabdit BPRS, adalah
Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud d&asal 1 angka 4
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbasédaagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) yeelaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Mengenal NasabaKr{ow Your Customer Principlgsdalah prinsip
yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabsmantau kegiatan
transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksingangurigakan;
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PVA;

Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut La&dalah laporan

transaksi pembelian dan penjualan UKA serta peabelan pencairan TC.
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BAB I
JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 2
PVA terdiri dari:
a. PVA Bukan Bank;
b. PVA Bank.

Pasal 3

(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah joeli UKA dan
pembelian TC.
(2) PVA dilarang melakukan kegiatan usaha lain di lk&giatan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Kurs jual beli UKA dan kurs beli TC ditetapkan olé?WA sesuai dengan

mekanisme pasar.

BAB Il
PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
Bagian Pertama
Perizinan PVA Bukan Bank

Pasal 5

PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha setelahdapat izin dari Bank

Indonesia.

Pasal 6...
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Pasal 6

Persyaratan izin usaha bagi PVA Bukan Bank adabhgai berikut:

a.

perusahaan merupakan badan hukum Perseroan Teyaatgsnaksud dan

tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jualieh dan pembelian

TC dan telah mendapat pengesahan sebagai badam fRéaseroan Terbatas

dari instansi berwenang;

pemegang saham perusahaan adalah perorangan waggea nndonesia

dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemdik pengurusnya

terdiri dari warga negara Indonesia;

modal disetor PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut

1. paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupia

2. khusus di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan KaeapBadung,
serta Kotamadya Batam paling sedikit Rp250.000(dua ratus lima
puluh juta Rupiah);

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama peruaahayang

bersangkutan; dan

memiliki tempat usaha dengan alamat yang jelasbsumaya manusia dan

sarana penunjang kegiatan yang memadai.

Pasal 7

Persyaratan pengurus PVA Bukan Bank adalah sebaghiuit:

a.
b.

C.

perorangan warga negara Indonesia;

tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau biyei kosong, dan tidak
memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Irefa; dan

tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana ddabg keuangan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah beat@ktiukum tetap dalam
2 (dua) tahun terakhir.

Pasal §..
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Pasal 8

Persyaratan pemegang saham PVA Bukan Bank addlabaeberikut:

a.

perorangan warga negara Indonesia dan/atau badarmhbndonesia yang
seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari wanggara Indonesia;

tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau biyei kosong, dan tidak
memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Iretoa;

tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana ddabg keuangan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah beatektaukum tetap dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

pemegang saham yang berbentuk badan hukum selaneméi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, danf hurjuga wajib

menyampaikan fotokopi akta perusahaan dan izimd#ing usahanya.

Pasal 9

Penyampaian permohonan untuk memperoleh izin sgbaga dimaksud dalam

Pasal 5 diatur sebagai berikut:

a.

b.

bagi pemohon yang berada di wilayah kerja KantasaPuBank Indonesia
disampaikan kepada Bank Indonesia cqg. Direktoratg€lelaan Moneter,

Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350; atau

bagi pemohon yang berada di luar wilayah kerja aRtusat Bank Indonesia
disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setengvag gnewilayahi lokasi

tempat usaha perusahaan pemohon PVA Bukan Banlkslma

Pasal 10..
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Pasal 10

(1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tenugaha perusahaan
pemohon izin usaha PVA Bukan Bank untuk menget&iberadaan dan
kelayakan lokasi tempat usaha.

(2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada Bydildkukan setelah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalaah ®aBasal 7, dan
Pasal 8.

(3) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud gyata(1) diberitahukan
secara tertulis kepada pemohon paling lambat UHjuphari kerja sejak

tanggal pemeriksaan lokasi.

Pasal 11

(1) Pengurus dan Pemegang saham perusahaan pemohosalzanPVA Bukan
Bank harus menghadiri penyuluhan mengenai ketentaag terkait dengan
PVA yang diadakan oleh Bank Indonesia.

(2) Dalam hal Pengurus dan Pemegang saham perusahaahqmeizin usaha
PVA Bukan Bank tidak menghadiri penyuluhan sebagamndimaksud pada
ayat (1) maka Bank Indonesia tidak menyetujui pémonan izin usaha PVA
Bukan Bank.

Pasal 12

(1) Perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank harrsyampaikan
pernyataan kesiapan untuk memulai kegiatan usabagae PVA paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyatuhsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Dalam...
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(2) Dalam hal perusahaan pemohon izin usaha PVA BukankBtelah
menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pgta(B), Bank
Indonesia menerbitkan izin usaha sebagai PVA pdiamgbat 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya peagmatkesiapan untuk
memulai kegiatan usaha sebagai PVA oleh Bank Irglane

(3) Dalam hal perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukank Btidak
menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pata(B, maka
pemohon dinyatakan membatalkan permohonan izinausafbagai PVA
Bukan Bank.

Pasal 13

PVA Bukan Bank wajib memasang sertifikat izin usaedagai PVA Bukan
Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Baakamtl melakukan
kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepayan pribadi dengan
menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor Cabang PVA Bukan Bank

Pasal 15

(1) PVA Bukan Bank melakukan pembukaan kantor cabaigjate mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia.

(2) Penyampaian.
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(2) Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetpgrabhukaan kantor
cabang PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalaah @y diatur
sebagai berikut:

a. bagi pemohon yang berada di wilayah kerja KantosaPuBank
Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq.ekioirat
Pengelolaan Moneter, Jalan M.H. Thamrin No.2, 3akE®350; atau

b. bagi pemohon yang berada di luar wilayah kerja &amusat Bank
Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indongsiampat yang
mewilayahi PVA Bukan Bank dimaksud.

Pasal 16

Bagi PVA Bukan Bank yang akan membuka kantor cab@din®KIl Jakarta,
Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, sertamadigm Batam harus
mempunyai modal disetor paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
juta Rupiah).

Pasal 17

Persyaratan pembukaan kantor cabang bagi PVA Bk adalah sebagai

berikut:

a. telah beroperasi paling kurang 1 (satu) tahun stgaggal dikeluarkannya
izin usaha sebagai PVA Bukan Bank;

b. memiliki lokasi tempat usaha kantor cabang deradamat yang jelas;

c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir tidaknglke dikenakan sanksi
Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Sahanaisediag diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 18..
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Pasal 18

(1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi temgalha kantor cabang
PVA Bukan Bank untuk mengetahui keberadaan dary&kéa lokasi tempat
usaha.

(2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada BHydildkukan setelah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalaahilFas

(3) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud g@gaita(1) diberitahukan
secara tertulis kepada PVA Bukan Bank paling lambé&ujuh) hari kerja

sejak tanggal pemeriksaan lokasi.

Pasal 19

(1) PVA Bukan Bank harus menyampaikan pernyataan kasi&pntor cabang
untuk memulai kegiatan usaha sebagai PVA palindp&m4 (empat belas)
hari kerja sejak lokasi tempat usaha dinyatakahtelemenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

(2) Dalam hal PVA Bukan Bank telah menyampaikan peaamatsebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengeluarkansetujuan
pembukaan kantor cabang paling lambat 14 (empaishélari kerja sejak
tanggal diterimanya pernyataan kesiapan kantor ngphantuk memulai
kegiatan usaha sebagai PVA oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menyampaikan patagn sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka PVA Bukan Bank yangsdmgkutan

dinyatakan membatalkan permohonan pembukaan keaibang.

Bagian...
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Bagian Ketiga
Pemindahan Alamat Kantor PVA Bukan Bank

Pasal 20

(1) Pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bank wajib bénledahulu
memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

(2) Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetupganindahan
alamat kantor PVA Bukan Bank ditujukan kepada Bardonesia dengan

alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

Pasal 21

Bagi PVA Bukan Bank yang akan memindahkan alamatdkgpusat dan/atau
kantor cabang ke DKI Jakarta, Kotamadya DenpasarKdbupaten Badung,
serta Kotamadya Batam harus mempunyai modal dispading sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)

Pasal 22

(1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi baammall kantor PVA
Bukan Bank untuk mengetahui keberadaan dan kelay#deasi tempat
usaha.

(2) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud @gata(1) diberitahukan
secara tertulis kepada PVA Bukan Bank paling lambétujuh) hari kerja

sejak tanggal pemeriksaan lokasi.

Pasal 23..
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Pasal 23

(1) PVA Bukan Bank harus menyampaikan pernyataan kasiamemulai
kegiatan usaha sebagai PVA di alamat yang barmgd&imbat 14 (empat
belas) hari kerja sejak lokasi tempat usaha dikgatatelah memenuhi
persyaratan.

(2) Dalam hal PVA Bukan Bank telah menyampaikan peagmatsebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengeluarkansetujuan
pemindahan alamat kantor paling lambat 14 (emplashdnari kerja sejak
tanggal diterimanya pernyataan kesiapan memulaiata@y usaha sebagai
PVA di alamat yang baru oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menyampaikan peragatsebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka PVA Bukan Bank yangsangkutan

dinyatakan membatalkan permohonan pindah alamabikan

Bagian Keempat

Perubahan Pengurus dan/atau Pemegang Saham PVA Bakk
Pasal 24

(1) Perubahan pengurus dan/atau pemegang saham PVA Baak wajib
terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indanes

(2) Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetupamibahan
pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Baojldih kepada
Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimhakdalam Pasal 15
ayat (2).

Pasal 25..
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Pasal 25

Calon pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukak g diusulkan

sebagai pengganti wajib memenuhi persyaratan sebeauglaut:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Padah/atau Pasal 8;
dan

b. menghadiri penyuluhan mengenai ketentuan yangitedkagan PVA yang
diadakan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatandBasal 11 ayat (1).

Bagian Kelima
Perubahan Nama, Modal Dasar dan/atau Modal Disatér Bukan Bank

Pasal 26

(1) Perubahan nama Perseroan Terbatas PVA Bukan Bajilk ditaporkan
kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puhenj kalender sejak
perubahan tersebut memperoleh pengesahan dansngéag berwenang.

(2) Penyampaian perubahan nama Perseroan Terbatas Rk&an BBank
ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat s@baga dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 27

(1) Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVAaBuBank wajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 8@a (puluh) hari
kalender sejak perubahan tersebut memperoleh pmyeslari instansi yang
berwenang.

(2) Penyampaian.
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(2) Penyampaian perubahan Modal Dasar dan/atau Modaitddi PVA Bukan
Bank ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alaseiagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Keenam

Penghentian Sementara atau Permanen Kegiatan B¥#hBukan Bank
Pasal 28

(1) PVA Bukan Bank wajib melapor kepada Bank Indonesilam hal terjadi
penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kaaioang baik yang
bersifat sementara maupun permanen.

(2) Penyampaian penghentian kegiatan usaha kantor pteatkantor cabang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan lkegsahk Indonesia
dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasghtl@n

(3) Penghentian kegiatan usaha yang bersifat semesgheggaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tadam dapat diperpanjang
paling lama 6 (enam) bulan.

(4) PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiataiha yang bersifat
sementara wajib melakukan pembukaan kembali kegisaha kantor pusat
dan/atau kantor cabang dan melaporkan pembukasebterkepada Bank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalEmdejak dibukanya
kembali kegiatan usaha.

(5) PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiataiha yang bersifat
permanen terlebih dahulu menyampaikan rencana petigh tersebut
kepada Bank Indonesia, dilampiri dengan dokumen:

a. alasan penghentian;

b. pernyataan..
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b. pernyataan dari PVA Bukan Bank bahwa seluruh hak ldavajiban
yang terkait dengan kegiatan PVA Bukan Bank yanigkdanakan
sebelum tanggal penghentian telah diselesaikarsela@nuhnya menjadi
tanggung jawab PVA Bukan Bank.

(6) Dalam hal PVA Bukan Bank melaporkan penghentianatag usaha kantor
pusat yang bersifat permanen sebagaimana dimakadd a@yat (1), izin
usaha PVA Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku.

(7) Dalam hal PVA Bukan Bank melaporkan penghentianatag usaha kantor
cabang yang bersifat permanen sebagaimana dimapadd ayat (1),
persetujuan pembukaan kantor cabang PVA Bukan Biamjatakan tidak

berlaku.

BAB IV
PEDAGANG VALUTA ASING BANK
Bagian Pertama
Perizinan PVA Bank

Pasal 29

PVA Bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVAaetakendapat persetujuan

dari Bank Indonesia.

Pasal 30

(1) Bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan tkegisaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syaB&R, dan BPRS yang
akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaidiaaksud dalam

Pasal 29 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut

a. memiliki ...



-17 -

a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimumssgai dengan
ketentuan yang berlaku;
b. rencana melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tamaialam
Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank aelas Rencana
Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja baBi @& BPRS;
dan
c. menyertakan rencana kesiapan operasional.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksial ggat (1) khusus
untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan seébagkut:
a. memiliki tingkat kesehatan selama 12 (duabelas)arbuterakhir
tergolong sehat; dan
b. memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengusesarai ketentuan
yang berlaku.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1j hudan ayat (2)

berdasarkan data Bank Indonesia.

Pasal 31

Penyampaian permohonan persetujuan sebagaiman&sdindalam Pasal 29

dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkydag diatur sebagai berikut:

a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukarate@gusaha secara
konvensional yang berkantor pusat di wilayah kdfgntor Pusat Bank
Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cakidirat Perizinan dan
Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakafa50;

b. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukarateegusaha secara
konvensional dan juga melakukan kegiatan berdasgrkasip syariah yang

berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bardonesia disampaikan

kepada...
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kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan Idéormasi Perbankan JI.
M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

c. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukanateeg usaha
berdasarkan prinsip syariah dan BPRS yang berkausat di wilayah kerja
Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Badknesia cq.
Direktorat Perbankan Syariah, JI. M.H. Thamrin Rdakarta 10350;

d. bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kafusat Bank Indonesia
disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorabg®easan Bank
Perkreditan Rakyat JI. M.H. Thamrin No. 2 Jakar@330, bagi Bank
Perkreditan Rakyat; atau

e. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksan&kgratan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsipaly BPR, dan BPRS
yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantars@&® Bank Indonesia
disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setengrag ynewilayahi PVA

dimaksud.

Pasal 32

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan selaagagimaksud dalam
Pasal 29 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh)i Halender setelah
dokumen permohonan diterima secara lengkap olek Baonesia.

(2) Pelaksanaan kegiatan PVA Bank sebagaimana dimgksialayat (1), harus
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalendsejak tanggal
persetujuan dari Bank Indonesia dikeluarkan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudh @t (2) PVA
Bank tidak melaksanakan kegiatan PVA, persetujuamytelah diberikan
dinyatakan tidak berlaku.

(4) Pelaksanaan.
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(4) Pelaksanaan kegiatan PVA wajib dilaporkan oleh &aptisat bank kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari &esptelah tanggal
pelaksanaan kegiatan PVA.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan PVA Pada Kantor-Kantor Bank
Pasal 33

(1) PVA Bank dapat melakukan kegiatan PVA pada kanéotdrnya yang lain
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. rencana kantor bank yang akan melakukan kegiat@mausebagai PVA
telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi hamim bukan
bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksdencana Kerja
bagi BPR dan BPRS; dan

b. melaporkan rencana tersebut paling lambat 30 giigah) hari kalender
sebelum pelaksanaan kegiatan PVA disertai dengacama kesiapan
operasional.

(2) PVA Bank wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan RYfAantor bank
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)kiegja setelah tanggal
pelaksanaan kegiatan PVA.

Bagian Ketiga
Penghentian Kegiatan Usaha Sebagai PVA Bank

Pasal 34

(1) PVA Bank dapat menghentikan kegiatan usaha selfagaidengan terlebih

dahulu menyampaikan rencana penghentian tersepat&eBank Indonesia

paling...



2)

3)

(1)

(2)
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paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebeliamggal penghentian
kegiatan usaha sebagai PVA, dilampiri dengan dokume

a. alasan penghentian;

b. pernyataan dari PVA Bank bahwa seluruh hak dan jesva yang
terkait dengan kegiatan PVA Bank yang dilaksanaeelum tanggal
penghentian telah diselesaikan dan sepenuhnya dne¢amggung jawab
PVA Bank.

Persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagai dis&npaikan oleh
Bank Indonesia kepada PVA Bank paling lambat 3@a(tpuluh) hari

kalender setelah surat permohonan penghentiantkagisaha sebagai PVA
diterima lengkap oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan penghentian kegiatan PVA Bank sebagaidianaksud pada
ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat Bankdda Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, paling labdb@epuluh) hari kerja

setelah tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan PV

Pasal 35

PVA Bank dapat menghentikan kegiatan usaha selfAgaipada satu atau
lebih kantor bank.

Pelaksanaan penghentian kegiatan PVA di kantor bsekagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh KarRoisat Bank kepada
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari &esptelah tanggal
pelaksanaan penghentian kegiatan PVA di kantor bdanigan disertai alasan

penghentian.

Pasal 36..
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Pasal 36

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalarh 32asgat (4), Pasal 33
ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2kukian oleh kantor pusat bank

yang bersangkutan yang diatur sebagai berikut:

a.

bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukarate@gusaha secara
konvensional yang berkantor pusat di wilayah kd€gntor Pusat Bank
Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cakidirat Pengawasan
Bank terkait JI. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukarateegusaha secara
konvensional dan juga melakukan kegiatan berdasgiasip syariah yang
berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bardonesia disampaikan
kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasark Benkait JI. M.H.
Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukanateeg usaha
berdasarkan prinsip syariah dan BPRS yang berkaotat di wilayah kerja
Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Badknesia cq.
Direktorat Perbankan Syariah, JI. M.H. Thamrin Ridakarta 10350;

. bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja KaenPusat Bank

Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cakidirat Pengawasan
Bank Perkreditan Rakyat JI. M.H. Thamrin No. 2 J&ka0350; atau

bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksankkgratan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsipaly BPR, dan BPRS
yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantas@& Bank Indonesia
disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setengvag snewilayahi PVA

dimaksud.

Bagian...
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Bagian Keempat

Saldo Harian Pos Aktiva Dalam Valuta Asing
Pasal 37

PVA Bank diperbolehkan memiliki saldo harian posivak dalam valuta asing

paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratais)ndodal disetor.

Bagian Kelima
Status PVA Bagi Bank Yang Dibekukan atau Dicabirt Wsaha

Pasal 38

Persetujuan PVA Bank sebagaimana dimaksud dalaal Paginyatakan tidak
berlaku dalam hal seluruh kegiatan usaha Bank ymemgangkutan dibekukan

atau izin usaha Bank dicabut oleh otoritas yanwéeang.

Pasal 39

(1) BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan skhuselum
memenuhi ketentuan modal disetor, atau kepengurissmuai dengan
ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan kagiasaha sebagai PVA.

(2) Kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksual gogat (1) dapat
dilakukan kembali setelah BPR dan BPRS yang beksaag dikeluarkan
dari status pengawasan khusus, memenuhi ketentwatal ndisetor dan

kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABYV ...
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BAB V
PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PVA

Pasal 40

(1) PVA wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabi&ho(v Your Customer
Principleg sesuai dengan peraturan perundang-undangan gaagun

(2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaichimaksud pada
ayat (1), PVA wajib paling kurang menetapkan:
a. kebijakan penerimaan Nasabah;
b. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nalsab
c. kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap traféagkabah; dan
d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaidengan

penerapan Prinsip Mengenal Nasababh.

Pasal 41

(1) Pengurus dan Pemegang Saham PVA Bukan Bank beutagggwab atas
penerapan dan pengawasan pelaksanaan Prinsip Mgndéasabah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Pengurus PVA Bukan Bank bertanggung jawab atas @eanbpengetahuan
dan/atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerBpasip Mengenal

Nasabah.

Pasal 42

PVA Bukan Bank wajib menyampaikan fotokopi kebijakaan prosedur
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bankéds@opaling lambat 30

hari kalender sejak dikeluarkannya izin usaha sald@gA Bukan Bank.

BAB VI ...
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BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 43

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembiadzadap PVA.

(2) Pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bank dilaks&auai dengan
ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan tgrhBYA Bukan
Bank, Bank Indonesia dapat menyampaikan Surat Pe@biyang wajib
ditindaklanjuti oleh PVA Bukan Bank.

Pasal 44

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terRe¥@apukan Bank,
Bank Indonesia dapat bermitra atau menunjuk AsoB¥#é dan/atau pihak
lain.

(2) Asosiasi PVA dan/atau pihak lain yang bermitra adg&unjuk oleh Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya datigeamyawasan dan
pembinaan yang dilakukan dan tunduk kepada peratpesundang-
undangan yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan

b. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pembkegmda Bank
Indonesia.

Pasal 45

(1) PVA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Badlonesia dengan
lengkap, benar, dan akurat.

(2) Laporan...
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(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat&lgh:
a. bagi PVA Bank berupa LKU; atau
b. bagi PVA Bukan Bank berupa LKU dan laporan keuangan
(3) Bagi PVA Bukan Bank selain menyampaikan laporarkddarsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga wajib menyampaikanriapd&husus apabila
diperlukan.
(4) PVA harus menyimpan warkat transaksi jual-beli Uan pembelian TC

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydaglber

Pasal 46

Batas waktu penyampaian laporan berkala diaturgsetmerikut:

a. PVA wajib menyampaikan LKU setiap triwulan palingnibat pada akhir
bulan berikutnya

b. PVA Bukan Bank wajib menyampaikan Laporan Keuangaling lambat

pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 47

(1) PVA Bank dinyatakan terlambat menyampaikan lapdoarkala, apabila
laporan berkala disampaikan melampaui batas walttagaimana dimaksud
pada Pasal 46 sampai dengan akhir bulan berikugeyglah berakhirnya
batas waktu tersebut.

(2) PVA Bukan Bank dinyatakan terlambat menyampaikgworan berkala,
apabila laporan berkala tidak disampaikan dalarasbataktu sebagaimana

dimaksud pada Pasal 46.

(3) PVA Bank...
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(3) PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan #lerkapabila Bank
Indonesia belum menerima laporan berkala sampagaterbatas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikgotan berkala, hal
tersebut tidak meniadakan kewajiban PVA Bank untn&nyampaikan
laporan berkala kepada Bank Indonesia.

(5) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian lapoerkata sebagaimana
dimaksud pada Pasal 46 huruf a dan huruf b jafdla fhnari Sabtu, Minggu,

atau hari libur maka laporan berkala disampaikataeari kerja berikutnya.

Pasal 48

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasdiatur sebagai

berikut:

a. bagi PVA yang berkantor pusat di wilayah kerja KarRusat Bank Indonesia
disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Helagan Moneter cq.
Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA, dan Adnaisistdl. M.H.
Thamrin No. 2 Jakarta 10350; atau

b. bagi PVA yang berkantor pusat di luar wilayah kefantor Pusat Bank
Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonestempat yang

mewilayahi PVA dimaksud.

Pasal 49

(1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasayat52) dan ayat (3),
PVA wajib menyampaikan:

a. laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa; dan

b. laporan...
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b. laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan tkandeeuangan
yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumutatientu.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud padélayilakukan dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan gdaguw

BAB VII

SANKSI
Bagian Pertama
PVA Bukan Bank

Pasal 50

(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaranaaap hal-hal yang
diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengaemaganksi sebagai
berikut:

a. peringatan pertama;

b. peringatan kedua;

c. pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
d. pencabutan izin usaha.

(2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pergafam hal PVA
Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga betalstu yang
ditetapkan; dan/atau

b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas uvakdng
ditetapkan.

(3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kealaanchal PVA Bukan
Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

a. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjatiksi peringatan

pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksudagatig?) paling

lambat...
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lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkansgaksi peringatan
pertama; dan/atau

melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana didhp&da ayat (2)
untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejakggal

dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.

(4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pemgulan/atau

pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakuldanggaran

sebagai berikut:

a.

melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usategaghana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1);

pengurus dan/atau pemegang saham terbukti melakinkiak pidana di
bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilalg yalah
berkekuatan hukum tetap;

tidak memasang sertifikat izin usaha sebagai P#gydikeluarkan oleh

Bank Indonesia;

. pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bankkuohkein

kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepegan pribadi
dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana;
melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mengepsetujuan
dari Bank Indonesia;

melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendgsgaetujuan

dari Bank Indonesia;

. melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegangn ssdlaelum

mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;

. tidak melaporkan perubahan nama Perseroan Terlatgga batas

waktu yang ditetapkan;
tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/ataalndgsetor hingga

batas waktu yang ditetapkan;

j. tidak ...
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]. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kanisat atau kantor
cabang yang bersifat sementara;

k. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kamisat atau kantor
cabang yang bersifat permanen;

|. tidak melaporkan mulai beroperasi kegiatan usah@#okapusat atau
kantor cabang setelah tutup sementara;

m. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagairdanaksud
dalam Pasal 40 dan Pasal 41,

n. tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosemmerapan Prinsip
Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan

0. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkasil lpemeriksaan
hingga batas waktu yang ditetapkan;

p. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusimgaimana
dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar daataku

g. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimakisla@m Pasal 49
ayat (1);

r. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjatiksi peringatan
kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggk¢ldarkannya sanksi
peringatan kedua; dan/atau

s. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana didhplda ayat (2)
untuk ketiga kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejakggal sanksi
peringatan pertama;

(5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan iaihaudalam hal PVA
Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak mexkilaghjuti sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lamb@n&m) bulan sejak
tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengdargatau pemegang

saham.

Bagian...
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Bagian Kedua
PVA Bank

Pasal 51

(1) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagamdimaksud dalam
Pasal 3, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. teguran tertulis;
b. penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehalan/atau
c. persetujuan kegiatan PVA yang telah diberikan dek@n tidak
berlaku.
(2) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimanakdun dalam
Pasal 29, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. teguran tertulis;
b. penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehalan/atau
C. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Rkrk daftar
pihak-pihak yang mendapatkan predikat Tidak Lulatawoh penilaian
kemampuan dan kepatutan yang dilakukan sesuai dekgntuan
yang berlaku mengenai penilaian kemampuan dan kizpat
(3) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimanakdun dalam
Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasay&4(3) dikenakan sanksi
sebagai berikut:
a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksana@atan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinaraby
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (sa&u Ruipiah)
untuk setiap keterlambatan.
b. bagi BPR dan BPRS

1) teguran tertulis; dan

2) kewajiban...
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2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (serdiusRupiah)
untuk setiap keterlambatan.
(4) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimanakdund dalam Pasal
37, dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksana@atan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinaraby
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (sa&u Ruipiah)
untuk setiap kelebihan 1% dari modal disetor.
b. bagi BPR dan BPRS
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rpl100.000,00 (serdiusRupiah)
untuk setiap kelebihan 1% dari modal disetor.
(5) PVA Bank yang terlambat menyampaikan laporan barls#bagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenakan saeksigai berikut:
a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksana@atan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinaraby
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rpl1.000.000,00 (satu Ruipiah)
untuk setiap laporan.
b. bagi BPR dan BPRS:
1) teguran tertulis; dan
2) kewajiban membayar sebesar Rpl100.000,00 (serdiusRupiah)
untuk setiap laporan.
(6) PVA Bank yang tidak menyampaikan laporan berkaldbagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dikenakan saeksigai berikut:
a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksana@atan usaha

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinaraby

1) tequran...
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1) teguran tertulis; dan

2) kewajiban membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dualijntaratus
ribu Rupiah) untuk setiap laporan.

. bagi BPR dan BPRS:

1) teguran tertulis; dan

2) kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua hlataspuluh

ribu Rupiah) untuk setiap laporan.

(7) PVA Bank yang menyampaikan laporan secara tidakbeéan tidak akurat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), akkensanksi sebagai
berikut:
a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksana@atan usaha

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinaraby

1) teguran tertulis; dan

2) kewajiban membayar sebesar Rpl1.000.000,00 (satu Ruipiah)
untuk setiap laporan.

. bagi BPR dan BPRS:

1) teguran tertulis; dan

2) kewajiban membayar sebesar Rpl100.000,00 (serdiusRupiah)

untuk setiap laporan.

Pasal 52

PVA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentehagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 dan Pasal 49 dikenakan sanksi spsetaturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VIII ...
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BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Izin usaha PVA Bukan Bank yang telah diberikan oRdnk Indonesia
sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia inyadakan tetap berlaku.

(2) PVA Bukan Bank yang mendapatkan izin usaha darikBarmdonesia
sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia inibédunmm menyampaikan
fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsgmdénal Nasabah wajib
menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lag&ga) bulan sejak
diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

(3) Dalam hal PVA Bukan Bank tidak memenuhi kewajibabagaimana
dimaksud dalam ayat (2), Bank Indonesia mengenakaksi pemanggilan
pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana udhddtam Pasal 50
ayat (4) huruf n.

(4) PVA Bukan Bank yang mendapatkan izin usaha darikBarmdonesia
sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia inisharemasang sertifikat
izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bawlomhesia paling lambat
1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Baadnesia ini.

(5) PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasan dKabupaten
Badung, serta Kotamadya Batam dan PVA Bukan Bank yalah memiliki
kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpaaarkhbupaten Badung,
serta Kotamadya Batam, yang mendapatkan izin udahétau persetujuan
pembukaan kantor cabangdari Bank Indonesia sebelum berlakunya
Peraturan Bank Indonesia ini wajib memenuhi modsetdr paling sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupd#iam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Badkhesia ini.

(6) Izin ...
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Izin usaha PVA Bukan Bank dicabut dan dinyatakdakiberlaku dalam hal
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dajeain(5).

Permohonan izin usaha PVA Bukan Bank yang sudahimid oleh Bank
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indoneisakan diproses
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/1/6®1/2anggal 6 Januari

2004 tentang Pedagang Valuta Asing.

Pasal 54

(1) Kantor cabang bank umum devisa yang melaksankégiatan usaha secara

(2)

1)

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syayag telah mendapatkan
persetujuan Bank Indonesia sebagai PVA Bank sebehearlakunya

Peraturan Bank Indonesia ini, dilaporkan oleh kapiossat bank dimaksud
kepada Bank Indonesia sebagai kantor cabang yarigkukan kegiatan

usaha perbankan dalam valuta asing.

Kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukiavisa yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensionaftala berdasarkan
prinsip syariah yang telah memperoleh izin sebd&é&f Bank sebelum

berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus nu&kk pendaftaran ulang
untuk memperoleh persetujuan sebagai PVA berdasdPleraturan Bank

Indonesia ini

Pasal 55

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pakalayat (2)
disampaikan dengan permohonan tertulis disertagalemotokopi izin usaha
sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesaling lambat 6 (enam)

bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indariasi
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(2) Izin usaha PVA Bank yang dikeluarkan kepada kapiesat dan kantor
cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakaat&egisaha secara
konvensional, dan/atau berdasarkan prinsip syatiedbut dan dinyatakan
tidak berlaku dalam hal tidak melakukan pendaftantang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

Penyampaian permohonan pendaftaran ulang sebagadmaaksud dalam Pasal

55 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. bagi kantor pusat dan kantor cabang bank umum bu@nsa yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensiongl berkantor pusat di
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disangrailkkepada Bank
Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan InformagbBekan JI. M.H. Thamrin
No. 2 Jakarta 10350;

b. bagi kantor pusat dan kantor cabang bank umum bu&@nsa yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsiatsygang berkantor
pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesisampaikan kepada
Bank Indonesia cqg. Direktorat Perbankan SyariahMJH. Thamrin No. 2
Jakarta 10350;

c. bagi kantor pusat dan kantor cabang bank umum bu@nsa yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensionahtalanberdasarkan
prinsip syariah, berkantor pusat di luar wilayahjkekantor Pusat Bank
Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonestempat yang

mewilayahi PVA dimaksud.

BAB IX ...
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesiakam diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Pasal 58

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesiamaka Peraturan Bank
Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004 tanggal 6 Januari 2@ddang Pedagang Valuta
Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejaiggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR118
DPM/DPNP/DPBS/DPBPR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/11/PBI/2007
TENTANG
PEDAGANG VALUTA ASING

UMUM

Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadapg@eglavaluta
asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usgleagawasan dan pembinaan
yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 18élasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjargdreraan, Pembebanan
dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskatuk Diserahkan
Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upayaduegi kepentingan
publik agar tidak terjadi distorsm@arket failure)dalam kegiatan perekonomian
nasional khususnya transaksi jual beli uang kedasg, Bank Indonesia
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Bedagpluta Asing.

Dalam perkembangan pasar keuangan domestik, sebagdiaga
penunjang sektor keuangan, pedagang valuta asmy tgadiri dari bank (yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensionaltalaterdasarkan prinsip
syariah) serta bukan bank, memiliki peranan yan§upgustrategis dalam
mempengaruhi perkembangan kegiatan transaksi glaltang kertas asing dan
pembeliariraveller’'s cheque

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka member&sm aman dan
kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukensaksi, salah satu
persyaratan pokok menjadi pedagang valuta asindatadaerbadan hukum
perseroan terbatas sebagaimana diatur dalardarigindang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal mengingat badan hukum

perseroan..
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perseroan terbatas memiliki sifat/karakteristdbin tegas dan jelas dari
sisi pengaturan akuntabilitas dan transparkegada publik dibandingkan
bentuk badan hukum lain.

Selanjutnya, dalam upaya mencegah industri pedagahga asing
digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahaiknydmgy dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahaterta dengan
memperhatikan rekomendadihe Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF), maka pedagang valuta asing perlu meneragkansip
Mengenal NasabalK@iow Your Customer Principlgs

Sementara itu, untuk lebih meningkatkan efesiersn afektifitas
kegiatan yang berkaitan dengan pedagang valutg asjalan dengan semakin
pesatnya perkembangan kelembagaan dan kegiatasakean maka perlu
dilakukan desentralisasi kewenangan dalam perizinpangawasan dan
pembinaan terhadap pedagang valuta asing yangdushlean di luar wilayah

kerja Kantor Pusat Bank Indonesia ke Kantor Bamloihresia setempat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Kegiatan usaha lain yang dilarang dilakukan PVifaea lain:

a. memelihara..
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. memelihara hubungan korespondensi dengan bankk-thia luar

negeri guna mengeluarkan langsung perintah pemiaygang

diuangkan di luar negeri;

. mentransfer/menagih sendiri ke luar negeri;
. bertindak sebagai agen penjualan TC; dan/atau

. melakukan kegiatamargin trading, spot, forward, swaplan

transaksi derivatif lainnya.

Yang dimaksudmargin trading adalah transaksi jual beli mata
uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, mkém hanya
marjin selisih kurs.

Yang dimaksudspot adalah transaksi jual/beli tunai antara dua
mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakdkanhari
kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksudorward adalah transaksi jual/beli berjangka antara
dua mata uang (valuta) dengan penyerahan danaukidaklebih
dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksudswapadalah transaksi pertukaran antara dua mata
uang (valuta) melalui pembelian atau penjualanit(spp) dengan
penjualan atau pembelian secara berjangkawéard) yang
dilakukan secara bersamaan.

Yang dimaksud transaksi derivatif adalah transgksig didasari
oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yaitgnya
merupakan turunan dari nilai instrumen yang memniasgperti
suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indekaik yang
diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakana catau

instrumen.

Cukup jelas

Pasal 5...
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Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2

Pengaturan modal disetor khusus di DKI Jakakatamadya

Denpasar dan Kabupaten Badung, serta KotamadyamBata

mempertimbangkan antara lain untuk

meningkatkan

profesionalisme dan daya saing PVA Bukan Bank derala

tersebut.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Penilaian dilakukan antara lain berdasarkan infesrngang diperoleh

Bank Indonesia dan/atau informasi yang diketaheth @imum

Pasal 8...
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Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Penilaian dilakukan antara lain berdasarkan inésinyang diperoleh
Bank Indonesia dan/atau informasi yang diketahei eimum
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Yang dimaksud PVA Bukan Bank dalam Pasal ini ad&MA Bukan Bank
yang dimiliki oleh pemegang saham dan dikelola opemgurus yang
bersangkutan.
Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalakataygjual beli UKA
dan pembelian TC yang tidak dicatat dalam pembul)A Bukan Bank

yang bersangkutan.

Pasal 15..
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Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ketentuan pada ayat ini berlaku bagi PVA BukanlBgang berada di luar
DKl Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Rpdwserta
Kotamadya Batam.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Pengesahan dimaksud sesuai dengan peraturan pegema@angan

yang berlaku.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Pengesahan dimaksud sesuai dengan peraturan pegemoi@angan
yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Penghentian kegiatan usaha kantor pusat secara atiom
menghentikan kegiatan usaha semua kantor cabangnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Perpanjangan penghentian kegiatan usaha yang diesgmentara
hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30Q..
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Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Yang dimaksud rencana kesiapan operasionaltadala
a. menyebutkan kantor bank yang akan melakukan kegiata
usaha sebagai PVA
b. memiliki tempat usaha di kantor bank yang diajukan
C. sumber daya manusia yang memadai
d. sarana penunjang kegiatan yang memadai termasijkkaah
sistem dan prosedur secara tertulis
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36..
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Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan pos aktiva dalam valuta aadajah pos dalam

laporan bulanan BPR dan BPRS sesuai dengan keteydung berlaku.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia oielkegiatan
pengawasan langsung/pemeriksaan dan pengawas&nldigsung,
antara lain pemantauan terhadap pelaksanaaentiah yang
berlaku dan  penelitian terhadap kebenaran lapoyang
disampaikan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Ind@eantara lain
pelatihan penyusunan laporan dan penyuluhan mendiererapan

Prinsip Mengenal Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Yang dimaksud dengan lengkap untuk LKU adalah d@#dgporan meliputi
jenis transaksi UKA dan TC dalam masing-masing mutada setiap
periode laporan.
Yang dimaksud dengan lengkap untuk laporan keuargkatah apabila
laporan telah mencakup Neraca, Laporan Laba/Rugn daporan
Perubahan Ekuitas.
Yang dimaksud dengan laporan khusus adalah lapyeag bersifat
insidentil yang diminta Bank Indonesia dalam halediukan.
Pasal 46
Huruf a
LKU triwulan | (Januari, Februari, dan Maret) digzerkan paling
lambat akhir bulan April tahun berjalan.
LKU triwulan 1l (April, Mei, dan Juni) disampaikapaling lambat
akhir bulan Juli tahun berjalan.
LKU triwulan Il (Juli, Agustus, dan September) amspaikan paling
lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.
LKU triwulan IV (Oktober, November, dan Desember3ainpaikan
paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 47
Apabila LKU Triwulan | disampaikan oleh PVA Bukarmaik:

- antara..
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- antara tanggal 1 s.d. 30 April, maka PVA Bukan Bdimyatakan telah
menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu
- setelah tanggal 30 April, maka PVA Bukan Bank diakan terlambat
menyampaikan laporan berkala
Apabila LKU Triwulan | disampaikan oleh PVA Bank:
- antara tanggal 1 s.d. 30 April, maka PVA Bank diakan telah
menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu
- setelah tanggal 1 s.d. 31 Mei, maka PVA Bank dakat terlambat
menyampaikan laporan berkala
- setelah tanggal 31 Mei, maka PVA Bank dinyatakadakti
menyampaikan laporan berkala
Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasiotiah hari libur setempat
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
Yang dimaksud dengan hari kerja berikutnya adatain kerja yang jatuh
setelah hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.
Contoh: LKU triwulan | 2006 yang wajib disampaikaaling lambat
tanggal 30 April 2006 jatuh pada hari Minggu, makatas akhir
penyampaian LKU triwulan | 2006 adalah pada haniséanggal 1 Mei
2006.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud Transaksi Keuangan Menckéaga adalah

transaksi yang menyimpang dari profil dan karaktiriserta

kebiasaan..
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kebiasaan pola transaksi dari nasabah atau penggsaa
bersangkutan, termasuk transaksi keuangan olehbatasatau
pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengaartwntuk
menghindari pelaporan transaksi yang bersangkuszg yvajib
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Setiap kelebihan dibawah 1% dibulatkan ke atas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)

Cukup...
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Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)
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Dalam hal PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadyanpasar

dan Kabupaten Badung,

serta Kotamadya Batam yargh te

mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebddantakunya

Peraturan Bank Indonesia ini akan melakukan pendyukieantor

cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan KatbupBadung,

serta Kotamadya Batam tetap diberlakukan ketenResal 16 yaitu

harus memenuhi modal disetor paling sedikit Rp2ZBD.@00,00 (dua

ratus lima puluh juta Rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57..
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Pasal 57
Hal-hal yang diatur antara lain meliputi tatacaexizinan, pendaftaran
ulang izin usaha, penerapan Prinsip Mengenal Nasabpengawasan,
pelaporan, dan pengenaan sanksi.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4764
DPM/DPNP/DPBS/DPBPR



